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ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap daerah untuk menjalankan
daerahnya sendiri. Salah satu yang menjadi kewenangan daerah yaitu membentuk suatu
peraturan daerah (perda) yang dapat memajukan dan mengatur daerahnya. Aceh memiliki
perdanya sendiri yang lazim disebut sebagai Qanun. Qanun tersebut diatur di dalam UU
Pemerintahan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat pada perjanjian MoU Helsinki.
Untuk mewujudkan Negara Kesatuan, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan
terhadap ganun Aceh, agar tidak keluar dari koridor Negara Kesatuan. Dengan adanya
pengawasan terhadap ganun aceh maka ada batasan-batasan yang tidak boleh ganun Aceh
mengaturnya kecuali dalam hal bidang keistimewaan yang diatur dalam UU Pemerintahan
Aceh. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengawasan pusat
terhadap daerah Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah dan apa penyebab dari
pembatalan ganun Aceh. Penyusun melakukan penelitian di Kota Langsa, yang merupakan
salah satu kota yang banyak membatalkan ganun bermasalah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan
metode diskriptif analitik. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber
pada hasil observasi, hasil wawancara, dan telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang
mendukung dalam penelitian ini. Metode penelitin lapangan (field reserch) menggunakan
pendekatan Yuridis-Empiris yaitu penelitian yang diambil dari aturan perundang-undangan
yang ada, dengan menggabungkan data di lapangan, khususnya menyangkut mengenai
pengawasan ganun Kota Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah pusat terhadap ganun
kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan ditingkat
provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU
Pemerintahan Daerah. Pengawasan pemerintah terhadap ganun aceh diatur di dalam Pasal
235 UU No. 11 Tahun 2006 yang berbunyi “pengawasan pemerintah terhadap qanun
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengawasan pemerintah
terhadap perda terbagi kepada pengawasan Preventif yang berbentuk pengesahan dan
pengawasan Represif yang berbentuk kepada pembatalan dan penangguhan (penundaan).
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab ganun Aceh dibatalkan yaitu bertentangan
dengan kepentingan umum, antarganun dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Untuk sampai saat ini ada sedikitnya 3 ganun Kota Langsa yang dibatalkan, 44
ganun yang dicabut dan 7 ganun yang diubah.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Pusat, Qanun Aceh
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MOTTO

“wintaklal petunjuk katc mananime, walawpun orang-orang
memberchan nasehat bepadama”

“jadilah kamu yang sebagai seorang yang kakinya di
bumi, sedangkan cita-citanya setinggi bintang

tsurayya” (Ibnu Jauzi)

Adakah sama orang berilmu dengan orang yang
tidak berilmu, orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.(QS Az-Zumar: 9)

Iimu itu liar. dan pengikatnyva adalah catatan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan
suatu yang perlu diperhatikan dan diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam
praktiknya sering menimbulkan perbedaan baik dari segi kewenangan dan juga
pengawasannya. Adapun dasar hukum hubungan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah terdapat dalam ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa “Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragamanan daerah”.! Penjelasan ayat tersebut dapat ditarik
kesimpulan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala
kegiatan pemerintah daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan
Daerah, merupakan suatu akibat dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam negara
kesatuan tidak mengenal bagian yang lepas atau sejajar dengan negara seperti

halnya dalam negara federasi melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya

! Pasal 18 A ayat (1 )UUD 1945.



ada satu negara dan tidak ada negara di dalam negara. Terlebih lagi dalam sebuah
Negara Kesatuan di mana Pemerintah Pusat selalu memegang kendali berbagai
kebijakan Pemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh C.F Strong,? “di dalam
Negara Kesatuan justru perlu ditekankan wewenang Pemerintah Pusat untuk
menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom,
tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemerintah Pusat, jadi

kedaulatan ke dalam maupun keluar, sepenuhnya terletak pada Pemerintah Pusat”.

Prinsip yang terkandung dalam Negara Kesatuan ialah bahwa Pemerintah
Pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih mendalam terhadap persoalan-
pesoalan di daerah®. Pemerintah Pusat bertanggungjawab menjamin keutuhan
negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh masyarakat (asas
equal treatment), menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-
bidang tertentu (asas uniformitas) sebagai contoh anak yang tingkatan
pendidikannya masih dasar harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak
yang tingkatan pendidikannya lebih tinggi, yang menjadi perbedaan di sini bukan
karena warna kulit, agama, dan suku akan tetapi bidang keilmuwannya yang harus

disesuaikan. Pembatasan atas keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus

2 Sebagaimana yang dikutip oleh Tedjo Sumarto dalam, Bentuk Negara dan
Implementasinya Menurut Undang-undang Dasar 1945, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun),
“Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini ”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), him.22.

3 Bagir Manan, Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem Penyelenggara
Pemerintahan, Majalah Padjadjaran Jilid V, (Bandung: Bina Cipta, 1974), him. 34-37.



urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan

konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hukum.*

Sistem pengawasan dalam konteks otonomi daerah, dalam pandangan Sir
William O. Hart dan J.F. Garner, merupakan suatu “pengikat’ kesatuan agar bandul
kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengancam kesatuan
(Unitary); ”...if local autonomy is not produce a state of affairs bordering on
anarchy, it must sub-ordinated to national interest by means devised to keep its
actions within bounds”.° Pernyataan tersebut oleh Ni’matul Huda diberikan
pemahaman, apabila “pengikat” tersebut ditarik begitu kuat maka kebebasan
desentralisasi akan terkurangi bahkan mungkin terputus, apabila hal itu terjadi
pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi
“pembelenggu” desentralisasi.® Untuk itu pengawasan perlu adanya batasan-
batasan yang mencakup pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan juga
tata cara penyelenggaraan pengawasan, agar pengawasan menjadi penghubung

keharmonisan antara Pusat dan Daerah.

Adanya sistem pengawasan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang telah dirubah melalui UU No.

4 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2012), him. 106

5 Sir William O. Hart dan J.F. Garner, Introduction To The Law Of The Local Government
And Administration, Butterworths, (London,1973), him. 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan
dalam, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994),
him. 181.

® Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2012), him. 22.



9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014,
mengakibatkan pemerintah harus lebih waspada terhadap produk peraturan
perundang-undangan di daerah. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah memiliki dua bagian yaitu Pengawasan kebijakan
Pemerintahan Daerah dan Pengawasan Peraturan Daerah. Adapun pengawasan
peraturan daerah di dalam undang-undang pemerintahan daerah, dikenal adanya
dua bentuk Pengawasan, menurut para pakar Hukum Tata Negara pengawasan

tersebut dikenal dengan Pengawasan Represif dan Pengawasan Preventif.

Di dalam perjalanan pemerintah daerah, terdapat daerah-daerah yang
mendapatkan keistimewaan dan kekhususan untuk menjalankan rumah tangganya
sendiri salah satunya yaitu di Aceh. Semenjak diterbitkan UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh di berikan kewenangan yang
istimewa, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Aceh adalah
penerapan nila-nilai Syariat Islam kepada masyarakat Aceh berdasarkan ganun
(hukum Islam). Ketentuan tentang ganun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, yaitu (1). Qanun Aceh adalah peraturan perundang-
undangan sejenis’ peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.? (2). Qanun Kabupaten/Kota adalah
peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang

mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan dan  kehidupan  masyarakat

" Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2008), him. 575. kata sejenis dapat diartikan dengan sebangsa, semacam atau serupa.

8 Pasal (1) ayat (21) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.



kabupaten/kota di Aceh.® Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud
dari ganun dapat disamakan dengan peraturan daerah di provinsi lain di Indonesia,
tetapi pada dasarnya pemahaman ganun yang disamakan dengan perda
sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-
undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada Syariat
Islam yang menjadi kekhususan dan ciri khas dari Aceh, hal ini berbeda dengan
daerah lain yang aturan-aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-
ajaran Islam.'® Aceh memiliki status sebagai daerah istimewa, pemberlakuan
Qanun (hukum Islam) didasarkan pada prinsip lex specialis derogate lex generalis
(aturan yang sifatnya khusus mengenyampingkan aturan yang sifatnya umum) , dan
secara yuridis-normatif berlandaskan pada seperangkat aturan hukum mulai dari
UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001* dan UU
No. 11 Tahun 2006. Walaupun statusnya daerah istimewa, ganun yang dihasilkan
di Aceh juga tetap harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945. Salah satu yang bisa dijadikan contoh yaitu Qanun No. 11 Tahun 2001

tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Agidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang

% Pasal (1) ayat (22) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.

10 Jum Anggraini, Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme
Pengawasannya, Jurnal Hukum, No 3 Vol, (18 Juli 2011), him. 326-327.

11'UU No. 18 Tahun 2001 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa “sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 mengakui dan
menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang; bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah
perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada
pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya islam yang kuat sehingga
daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.%2 Walaupun
begitu dalam praktiknya ganun Aceh yang dihasilkan oleh pemerintah daerah
seringkali menyimpang dari jalur unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-
undangan (legal drafting), maka pengawasan menjadi alat yang efektif untuk
memantau pelaksanaan pembentukan ganun Aceh yang memegang status

keistimewaan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 235 ayat (1) menyebutkan,
“pengawasan pemerintah terhadap ganun dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”, pemaknaan peraturan perundang-undangan memiliki
makna yang sangat umum, bisa saja kepada Perpres, UU, Permendagri dan
Peraturan Pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika adanya dua
peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pengawasan dan
memiliki perbedaan dalam pembatalan mana yang lebih didahulukan. Maka perlu
penjelasan yang jelas dalam Pasal tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih

diantara peraturan yang lainnya.

Seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah, banyak Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Indonesia menghasilkan peraturan daerah (perda)/Qanun yang
bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang sederajat. Alhasil,
Menteri Dalam Negeri membatalkan sedikitnya 3.143 perda dalam periode 2000-
2016, diantaranya ada 65 ganun berasal dari Aceh yang dibatalkan. Hal ini yang

menyebabkan kualitas produk hukum pemerintahan daerah belum sepenuhnya

12 Sjrajuddin. M, Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darusssalam Pasca
Reformasi, (Yogyakarta: Teras, 2011), hIm. Xvii.



sempurna atau mungkin kurang adanya sosialisasi antara Pusat dengan Daerah
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, para pejabat
di daerah, khususnya yang termasuk dalam perangkat daerah harus memahami
substansi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal-hal itu
telah dikuasai, tidak akan terjadi keluarnya berbagai peraturan daerah yang

bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penyusunan dengan mengambil tema “PENGAWASAN QANUN KOTA

LANGSA ACEH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan Qanun Kota Langsa telah berdasarkan kepada peraturan
perundang-undangan?
2. Apakah yang menjadi penyebab dari pembatalan Qanun Kota Langsa?
C. Tujuan dan Kegunaan
Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan
dan kegunaan dari penyusunan yang akan dicapai sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan terhadap Qanun Kota

Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah.



b. Untuk mengetahui pelanggara-pelanggaran apa saja yang dilakukan dalam

pembatalan Qanun Kota Langsa.
2. Kegunaan
Kegunaan dari penilitian ini adalah:
a. Dari segi teoritis, penyusunan ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan juga wawasan bagi para pembaca khususnya terkait
terhadap pengawasan Qanun Aceh Kota Langsa dalam perspektif
Pemerintahan Daerah.
b. Dari segi praktis, Hasil dari penilitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan
atau kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuwan, khsusunya
dalam hal refrensi ilmiah yang berkaitan tentang Pengawasan Terhadap
Qanun/Peraturan Daerah Aceh.
D. Telaah Pustaka

Penyusunan terkait dengan yang dilakukan oleh penyusun memang
bukanlah penyusunan pertama. Penyusun melihat dan menemukan beberapa
penyusunan yang memiliki kemiripan tema dengan penyusunan yang dilakukan
oleh penyusun. Akan tetapi penyusun akan memaparkan perbedaan dari
penyusunan yang telah dilakukan oleh peniliti dengan penyusunan-penyusunan
yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka ini pun bertujuan untuk membuktikan
orisinalitas penyusunan yang dilakukan oleh penyusun. Adapun beberapa
penyusunan yang yang telah ada sebelumnya ialah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rudyanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Andalas, yang berjudul “Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh



Pemerintah Pusat”'® membahas mengenai pengawasan yang diberikan oleh UU No.
32 tahun 2004 yang lebih menekankan pengawasan represif dan perda juga
memiliki posisi yang unik sehingga tidak ada para pakar yang bersatu pendapat
mengenai Siapa sebenarnya yang berwenang menguji peraturan daerah. Adapun
skripsi yang penulis susun yaitu pengawasan yang diberikan UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang No. 2 Tahun 2014 yang telah dirubah
melalui undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
undang No. 23 Tahun 2014, dan membahas mengenai penyebab pembatalan
terhadap Qanun Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Yuri Sulistyo Mahasiswa Universitas Jember
Fakultas Hukum yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum
Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah
Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”*
membahas mengenai pengawasan yang berbentuk pembatalan berdasarkan UU No.
32 Tahun 2004. Skripsi yang penulis susun mempunyai persamaan dan perbedaan,
persamaannya Yyaitu kedua-duanya membahas mengenai pengawasan terhadap
peraturan daerah dan adapun perbedaannya yaitu skripsi yang penulis susun objek

kajiannya kepada peraturan daerah Aceh atau lebih tepatnya yaitu Qanun Aceh,

13 Rudyanto, “Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat”, Skripsi
Strata 1 (S1), Padang: Universitas Andalas, 2012.

14 Yuri Sulistyo, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan
Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah™, Skripsi Strata 1 (S1), Jember: Universitas Jember, 2013.
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yang mendapatkan keistimewaan dalam hal produk hukum daerahnya. Sehingga
memungkinkan apa yang dicapai juga memiliki perbedaan dan UU Pemda yang
baru.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Sahlawati mahasiswa Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah yang berjudul “DPRD dalam Otonomi Daerah (Studi Analisis
Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik)”*® membahas
mengenai fungsi DPRD kota Bekasi untuk melakukan penyusunan perda dan juga
pengawasan untuk adanya batasan-batasan terhadap kebijakan penyusunan perda di
Kota Bekasi, dan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Yang membedakan skripsi
yang penulis susun adalah objek penyusunan yang hendak diteliti dan juga fungsi
pengawasan yang berikan oleh UU No. 23 Tahun 2014.

Jurnal Hukum yang ditulis oleh Jum Anggriani, yang berjudul “Kedudukan
Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”?®,
membahas mengenai kedudukan ganun di dalam hierarki peraturan perundang-
undangan dan pengawasan yang berdasarkan kepada UU No. 32 Tahun 2004.
Adapun Perbedaan mendasar pada Jurnal Hukum dengan skripsi yang yang penulis

susun yaitu penyusunan dalam jurnal tersebut tidak secara detail membahas

mengenai pengawasan pusat terhadap produk peraturan daerah (Qanun) Aceh |,

15 Sri Sahlawati, “DPRD dalam Otonomi Daerah (Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD
Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik™, Skripsi Strata 1 (S1), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
2010.

16 Jum Anggraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan dan Mekanisme
Pengawasannya”, Jurnal Hukum, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
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sedangkan dalam skripsi penulis akan lebih detail membahas mengenai pengawasan
pusat terhadap peraturan daerah (Qanun) Aceh khusunya di Kota Langsa dan juga
membahas mengenai penyebab dari pembatalan ganun tersebut.

Buku yang ditulis oleh King Faisal Sulaiman, dengan judul “Dialektika
Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah” membahas mengenai
persoalan-persoalan di pemerintah daerah setelah pasca otonomi daerah, seperti
pengawasan pusat terhadap daerah, ikhwal pengujian formil dan materil dan
problematika executive review. Sehingga penulis menjadikan buku ini bahan
refrensi atau telaah dalam skripsi yang penulis susun.

E. Kerangka Teori

Adapun landasan teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu adminsitrasi
yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.’ Istilah pengawasan
dalam Bahasa inggris disebut controlling yang diterjemahkan dalam istilah
pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya
daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian®®

Muchsan?® berpendapat bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai

satu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya

17 Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1995), him.68.

18 Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) him.18.

1% Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1992), him. 38.



12

terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud satu
rencana/Plan)”, sedangkan bagir manan?® memandang kontrol sebagai sebuah
fungsi dan sekaligus hak, sehingga sering disebut kontrol atau hak kontrol. Kontrol
mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, pengawasan bertalian dengan
pembatasan dan pengendalian dengan arahan (directive)”.

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi
yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan ini berkaitan
dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah.
Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan. Sedangkan
pengawasan represif adalah wewenang pembatalan atau pengguhan.?*

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau tidak
memberi (menolak) pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif
dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu mulai
berlaku. Dengan kata lain, satu keputusan daerah dalam arti luas, termasuk juga
peraturan daerah, yang dikenakan pengawasan preventif hanya dapat mulai berlaku
apabila keputusan itu telah lebih dahulu disahkan oleh penguasa yang berwenang
mengesahkan. Bagi peraturan daerah, pengawasan preventif terhadap peraturan

daerah tertentu, dilakukan sesudah peraturan-peraturan itu ditetapkan oleh kepala

20 Bagir Manan, Peningkatan Fungsi Kontrol Mayarakat Terhadap Lembaga Legislatif,
Eksekutif dan Yudikatif, makalah disampaikan pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat
Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur: 26 Juli 2000, him. 1-2.

21 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH Ul11,2001),
him. 154.
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daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sebelum
Peraturan Daerah itu diundangkan.??

Pengawasan represif dilaksanakan dam bentuk (a) menangguhkan
berlakunya suatu peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah; dan (b)
membatalkan satu peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah.?

2. Asas Lex Spesialis derogate lex generalis

Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa aturan yang sifatnya
khusus (lex spesialis) mengesampingkan aturan yang sifatnya umum (lex
generalis). Asas ini yang digunakan disebagian daerah administratif yang memiliki
kekhususan yang istimewa, di Indonesia ada empat daerah yang memiliki
keistimewaan yaitu, Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis
derogate lex generalis, yaitu:

a) Ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam aturan hukum umum tetap
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum tersebut;

b) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (Undang-undang dengan undang-undang);

c) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum

yang sama dengan lex generalis. Sebagai contoh kitab undang-undang

22 lrawan Soejito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah, (Jakarta: Bina Arkasa, 1983), him. 191.

23 Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: FH UlI
PRESS, 2010), HIm. 59.
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hukum dagang dang kitab undang-undang hukum perdata sama-sama
termasuk lingkungan hukum keperdataan.
F. Metode Penilitan

Di dalam Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai
cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.?* Sedangkan
penyusunan berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara
sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun penyusunan ini, penulis menggunakan metode-metode yang sesuai
dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode penyusunan yang digunakan oleh
penulis dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penyusunan

Jenis penyusunan yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui
penyusunan Lapangan (field research), yaitu penyusunan yang secara langsung di
lakukan objek penyusunan untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan
pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah.

Penyusunan ini juga dilengkapi dengan penyusunan pustaka untuk mencari
data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan
penyusunan penyusunan ini.

2. Pendekatan Penyusunan
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan

Yuridis-Empiris. Yuridis yaitu pendekatan yang diambil dari aturan perundang-

24 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2008), him 952
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undangan yang ada, khususnya menyangkut peraturan yang dipakai dalam
pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah.
Empiris adalah penyusunan yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta
yang ada di lapangan.
3. Sumber Data
Untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penyusunan hukum,
sumber-sumber penyusunan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber-
sumber penyusunan yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum
sekunder, bahan-bahan hukum tersier.
a. Data Premier
Data primer berasal dari hasil penyusunan berupa wawancara. WWawancara
merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan,?®
Karena data yang diperoleh secara langsung. Pengambilan data primer ini
diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung di Kantor DPRK Kota
Langsa dan Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa.
b. Data Sekunder
Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
sekunder, yaitu : UU Dasar Republik Indonesia 1945, UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Jurnal-

25 Sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),
him.47.
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jurnal hukum, karya ilmiah dan pandangan Ahli Hukum yang ada kaitannya
dengan permasalahan dalam penilitian.
c. Data Tersier
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penyusunan ini menggunakan cara
penulusuran serta penggalian lebih dalam mengenai masalah yang diteliti yaitu
dengan dari sumber-sumber data yang disebutkan di atas yaitu baik itu primer
seperti bahan-bahan yang berupa undang-undang mengikat ataupun sumber data
sekunder, seperti: Jurnal-jurnal hukum, dan dari Sumber Data Tersier yaitu bahan-
bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier
dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahasa inggris.
Selain bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, penulis juga
menggunakan bahan-bahan non hukum yang dinilai relevan dengan penyusunan
ini, misalnya dari bidang keilmuan Filsafat, Politik, dan Sosiologi.
5. Analisis Data
Analisis data pada penyusunan ini didasarkan pada metode penyusunan
Deskriptif Kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterprestasikan data-data
yang ada kemudian dianalisa menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yaitu

analisis yang diajukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta
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atau gejala-gejala yang berlaku,?® dengan pandangan para pakar. Dengan demikian,
penyusunan Deskriptif kualitatif ialah penyusunan dengan cara mengumpulkan
data-data yang terkait dengan pengawasan Qanun Kota Langsa dan juga para ahli,
yang selanjutnya dianalisa kemudian disesuaikan terhadap kumpulan data-data
lainnya. Selanjutnya menggunakan metode induktif dengan menarik kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam masalah yang diangkat, maka
pembahasannya disusun secara sistematis, seluruh pembahasan dalam penyusunan
ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan.
Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan
pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai (a) latar
belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan kegunaan, (d) telaah pustaka, (e)
kerangka teori, (f) metode penyusunan, (g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang Pengawasan yang terdiri dari
Pengertian dan Tujuan Pengawasan, Macam-macam Pengawasan dan Fungsi
Pengawasan.

Bab ketiga, Produk Qanun/Perda Aceh dan Gambaran Kota Langsa, yang
terdiri dari (@) Gambaran Umum Kota Langsa, (b) Pengertian Qanun Aceh, (c)
Kedudukan Qanun di dalam Peraturan Perundang-undangan, (d) Pembentukan

Qanun Aceh.

% Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, 1995), him.99.
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Bab keempat, Analisis terhadap Pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh
dalam perspektif Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari (a) Pengawasan terhadap
ganun kota Langsa, (b) Apa Penyebab Pembatalan Qanun Kota Langsa, (c) Peran
MPU di dalam Pembuatan Qanun Kota Langsa,.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan. Kemudian setelah

kesimpulan untuk yang terakhir dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, tentang pengawasan

Qanun Kota Langsa, Aceh dalam Perspektif Pemerintahan Daerah, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap peraturan daerah/ganun yang dikenal di dalam peraturan
pemerintahan daerah terbagi kepada: pengawasan Preventif dan pengawasan
Represif. pengawasan preventif dilakukan sebelum rancangan perda/ganun
disahkan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah perda/ganun
disahkan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengawasan Preventif dan Represif terhadap peraturan daerah di
tingkat Kabupaten/Kota. pertama, UU No. 23 Tahun 2014 yang telah dirubah
dua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015, pengawasan yang terkandung adalah
pengawasan preventif yang bersifat executive preview, dan pengawasan represif
yang bersifat executive review. Kedua, Permendagri No. 80 Tahun 2015,
pengawasan yang diatur dalam peraturan tersebut memiliki kesamaan dengan
UU No.23 Tahun 2014. Ketiga, Perpres No. 87 Tahun 2014, memiliki kesamaan
dengan UU Pemda, namun yang menjadi perbedaannya adalah hal keberatan
dalam putusan pembatalan yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk
dilakukan judicial review (Pasal 138). Keempat, Qanun Aceh No. 5 Tahun
2011, pengawasan yang terkandung adalah pengawasan preventif oleh

Gubernur untuk mengevaluasi terhadap rancangan perda (Pasal 52), Kelima,
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UU No. 11 Tahun 2006, juga mengatur pengawasan preventif Pasal 235 ayat
(5), dan pengawasan represif Pasal 235 ayat (2). Maka perlu adanya penjelasan
yang benar terkait peraturan mana yang harus dipakai di dalam pengawasan
ganun Aceh agar tidak terjadi tumpang tindih diantara peraturan.

2. Adapun penyebab dari pembatalan ganun Kota Langsa yaitu adanya
bertentangan dengan aturan yang di atasnya karena ganun Kota Langsa di dalam
hierarki masuk kepada tingkatan Perda Kabupaten/Kota. Seperti Qanun Kota
Langsa Nomor 16 Tahun 2008 bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997
yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004 yang
telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 33 Tahun 2004, PP No.
66 Tahun 2001, PP No. 79 Tahun 2005. Dan ada juga ganun Kota Langsa yang
dicabut, dikarenakan sudah tidak relevan lagi isi muatan yang terkandung
sehingga perlu adanya ganun Kota Langsa yang baru seperti Qanun Kota
Langsa Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Langsa yang telah
dicabut dengan ganun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa

saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan pemerintahan Kota Langsa:
1. Perlu adanya pengawasan khusus mengenai Syariat Islam yang diatur di
dalam Qanun Aceh, khususnya pengawasan ganun Kabupaten/Kota

sehingga jelas bagaimana bentuk pengawasannya.
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2. Dalam pembuatan Qanun harus adanya peran aktif olehn MPU, jangan hanya
terbatas memberikan pembinaan dan fatwa. MPU mesti berperan aktif untuk
menciptakan ganun yang tidak bertentangan dengan kekhususan aceh dan
berlandaskan syariat Islam. Sehingga MPU memang benar-benar menjadi

mitra Pemerintahan Aceh.
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